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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak
pidana pendanaan terorisme dapat mengancam
stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan
sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa berdasarkan standar internasional di bidang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan
terorisme, perlu adanya pengaturan dan mekanisme
untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi
guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat
yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum;
bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung
maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana

yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak
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Mengingat

Menetapkan

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme,
selama ini belum ada pengaturannya sehingga perlu
mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik
manfaat dari korporasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Penerapan
Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5164);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENERAPAN PRINSIP
MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA
PENDANAAN TERORISME.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
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Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang
dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan
komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada
Korporasi, memiliki kemampuan untuk
mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau
menerima manfaat dari Korporasi baik langsung
maupun tidak langsung, merupakan pemilik
sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden ini.

Instansi Berwenang adalah instansi pemerintah baik
di pusat maupun di daerah yang memiliki kewenangan
pendaftaran, pengesahan, persetujuan,
pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran
Korporasi, atau lembaga yang memiliki kewenangan
pengawasan dan pengaturan bidang usaha Korporasi.

Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi adalah
sistem administrasi yang diselenggarakan oleh
Instansi Berwenang dalam pemberian pelayanan
pendaftaran, pengesahan, persetujuan,
pemberitahuan, perizinan usaha, atau pembubaran
Korporasi, baik secara elektronik maupun

nonelektronik.

Pasal 2
Pengaturan dalam Peraturan Presiden ini melingkupi
penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi.
Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. perseroan terbatas;
b. yayasan;
c. perkumpulan;

d. koperasi;
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(1)

(2)

(1)

e. persekutuan komanditer;
f.  persekutuan firma; dan

g. bentuk korporasi lainnya.

BAB II
PENETAPAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI

Pasal 3
Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat
dari Korporasi.
Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit merupakan 1
(satu) personil yang memiliki masing-masing kriteria

sesuai dengan bentuk Korporasi.

Pasal 4

Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan

orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

a. memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima
persen) pada perseroan terbatas sebagaimana
tercantum dalam anggaran dasar;

b. memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh
lima persen) pada perseroan terbatas
sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

c. menerima keuntungan atau laba lebih dari 25%
(dua puluh lima persen) dari keuntungan atau
laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;

d. memiliki kewenangan untuk mengangkat,
menggantikan, atau memberhentikan anggota
direksi dan anggota dewan komisaris;

e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk
mempengaruhi atau mengendalikan perseroan
terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari
pihak manapun;

f. menerima manfaat dari perseroan terbatas;

dan/atau
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g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas
kepemilikan saham perseroan terbatas.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f,

dan huruf g merupakan orang perseorangan yang

tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

Pasal 5

Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang

perseorangan yang memenuhi kriteria:

a. memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua
puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana
tercantum dalam anggaran dasar;

b. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau
memberhentikan  pembina, pengurus, dan
pengawas yayasan,;

c. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk
mempengaruhi atau mengendalikan yayasan
tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak
manapun,;

d. menerima manfaat dari yayasan; dan/atau

e. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas
kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Orang perseorangan yang memenuhi kriteria

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d,

dan huruf e merupakan orang perseorangan yang

tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 6
Pemilik Manfaat dari perkumpulan merupakan orang
perseorangan yang memenuhi kriteria:
a. memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua
puluh lima  persen) pada  perkumpulan

sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

www.peraturan.go.id



